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ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENJUALAN MINUMAN KERAS YANG TIDAK MEMPUNYAI IZIN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

ALAN TARISKA PUTRA

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan
minuman keras tanpa izin dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Fenomena
penjualan minuman keras ilegal semakin marak di tengah masyarakat, yang tidak
hanya melanggar hukum tetapi juga menimbulkan dampak sosial seperti
meningkatnya angka kriminalitas, gangguan ketertiban umum, serta risiko
terhadap kesehatan masyarakat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis dasar-dasar hukum yang mengatur peredaran minuman keras serta
bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha
yang melanggar ketentuan perizinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang mengacu pada ketentuan
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Presiden Nomor
74 Tahun 2013, dan berbagai peraturan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa
perbuatan menjual minuman keras tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang
memenuhi unsur tindak pidana, seperti kesalahan, perbuatan melawan hukum, dan
adanya hubungan kausal. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara,
denda, maupun sanksi administratif lainnya. Penegakan hukum yang efektif dan
konsisten sangat penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta
menciptakan rasa aman di masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi dalam penguatan regulasi dan strategi hukum dalam
menangani peredaran minuman keras ilegal.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, minuman keras, hukum pidana.
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ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PERPETRATORS WHO SELL ALCOHOLIC
LIQUORS WHO DO NOT HAVE A PERMIT FROM A
CRIMINAL LAW PERSPECTIVE

ALAN TARISKA PUTRA

This study examines the criminal liability of individuals involved in the sale of alcoholic
beverages without a permit from the perspective of Indonesian criminal law. The illegal
sale of alcoholic beverages is becoming increasingly widespread in society, which not
only violates legal provisions but also causes various social impacts such as increased
crime rates, public order disturbances, and health risks. The main objective of this
research is to analyze the legal framework regulating the distribution of alcoholic
beverages and the forms of criminal liability that can be imposed on business actors who
violate licensing regulations. This study uses a normative juridical method with a
literature review approach, referring to the provisions of the Indonesian Criminal Code
(KUHP), Presidential Regulation No. 74 of 2013, and various regional regulations. The
results indicate that the act of selling alcohol without a license constitutes a criminal
offense, fulfilling essential elements such as unlawful conduct, fault (mens rea), and a
causal relationship. Offenders may be subject to imprisonment, fines, or other
administrative sanctions. Effective and consistent law enforcement is essential to deter
offenders and maintain public safety. This research is expected to contribute to
strengthening legal regulations and developing strategic legal approaches to address the
circulation of unlicensed alcoholic beverages.

Keywords: Criminal liability, alcoholic beverages, criminal law.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum pidana di Indonesia memberikan dasar hukum untuk
menghukum pelaku yang melanggar aturan terkait penjualan minuman keras.
Namun, keefektifan hukum pidana dalam memberikan efek jera kepada
pelanggar masih diperdebatkan. Banyak pelaku yang, meskipun ditangkap
dan diadili, kembali melakukan pelanggaran serupa karena sanksi yang
dijatuhkan dianggap tidak cukup berat atau tidak efektif dalam mencegah
pelanggaran berulang.

“Penegakan hukum yang efektif dalam konteks pidana
memerlukan koordinasi yang baik antara aparat penegak
hukum dan masyarakat agar peraturan yang dibuat tidak hanya
menjadi formalitas.” Hal ini menunjukkan bahwa selain
penegakan hukum yang tegas, dibutuhkan pula strategi yang

melibatkan masyarakat dalam pengawasan.

Minimnya regulasi dan kontrol terhadap distribusi minuman
beralkohol di lingkungan sosial menuntut adanya sistem pengawasan
komprehensif, khususnya dari perspektif yuridis sebagai instrumen
regulatoris dalam interaksi bermasyarakat. Fenomena ini diperparah dengan
tingginya angka tindak kriminal yang di latarbelakangi konsumsi minuman
beralkohol. Data menunjukkan bahwa setiap tahunnya tercatat sekitar 18 ribu

korban jiwa, baik sebagai dampak konsumsi langsung maupun tidak langsung

! »penelitian oleh Muladi, thn 2002.” Di Akses melalui internet tanggal 16 Bulan
November 2024, pukul 10:14 WIB.”



dari minuman beralkohol.? Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun
2013 tentang pengadilan dan pengawasan minuman beralkohol, terkait
pengawasan dan regulasi minuman beralkohol, entitas hukum yang terbukti
melakukan tindak pelanggaran sesuai ketentuan dalam perangkat hukum
tersebut memiliki kewajiban untuk memikul implikasi berdasarkan tingkat
pelanggaran yang dilaksanakan.

Minuman keras merupakan istilah yang merujuk pada minuman
beralkohol yang secara sengaja diproduksi dengan tujuan memberikan efek
memabukkan, menyebabkan pusing, dan menurunkan tingkat kesadaran
pengonsumsinya. Adapun minuman oplosan didefinisikan sebagai minuman
keras yang mengandung tambahan zat-zat tertentu, seperti ethanol, yang
tergolong sebagai bahan psikoaktif.3

Ditinjau dari perspektif labelisasi pangan, minuman beralkohol
merupakan kategori produk yang memerlukan pengawasan dan penanganan
khusus dalam proses distribusinya. Substansi ini dilatarbelakangi oleh
kapasitas minuman beralkohol dalam menghasilkan konsekuensi destruktif,
yang mencakup dimensi personal maupun sosial dalam spektrum yang
komprehensif. Keberadaan minuman beralkohol seringkali diasosiasikan
dengan tindak kriminal, mengingat kandungan alkohol di dalamnya dapat

memicu terjadinya penyimpangan perilaku pada konsumennya. Individu yang

20.”

2 »Puadi, Minuman Keras, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Jambi, 2008, Vol.1, hlm

¥ Maldonado Rodriguez, Velastequi, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pasal 204

Kuhp Oleh Kepolisian Pada Tindak Pidana Penjualan Minuman Keras Oplosan (Studi,” 2019, 1-

23.



mengonsumsi minuman beralkohol berpotensi bertindak secara spontan tanpa
adanya kontrol dari pikiran sadar, sehingga meningkatkan risiko keterlibatan
dalam aktivitas melanggar hukum.*

Di Indonesia, distribusi minuman beralkohol non-resmi menunjukkan
tren yang memprihatinkan. Merujuk pada statistik Kementerian Kesehatan
tahun 2022, insidensi penyalahgunaan alkohol dari produk non-legal
berkontribusi lebih dari 30% terhadap agregat kasus yang teridentifikasi.’
Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi
menimbulkan berbagai masalah sosial, termasuk kecelakaan lalu lintas,
kekerasan, dan gangguan kesehatan. Konteks ini, hukum pidana berperan
penting dalam memberikan sanksi kepada pelaku untuk mencegah praktik
serupa di masa depan.

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya dan
keyakinan spiritual, memiliki regulasi khusus terkait distribusi dan
perniagaan minuman beralkohol (minol). Meskipun demikian, angka
kriminalitas yang bersumber dari konsumsi minol terbilang sangat tinggi di
negara ini. Pada saat yang sama, pemerintah memiliki kewajiban untuk
menyediakan jaminan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat serta

perlindungan hukum atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh minol.®

* »Telly J. Garpenessy, 2007, Pengaruh Penyalahangunaan Alkohol Terhadap Tindak
Pidana Kekerasan, Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro, hal. 37.”

® ”(Kementerian Kesehatan RI, 2022).”( Di Akses melalui internet tanggal 16 Bulan
November 2024, pukul 10:24 WIB)

® »Bako, Ronny Sautma Hotma, ed. Politik hukum pengaturan minuman beralkohol di
Indonesia. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR, 2019. hlm 7.”



Perniagaan minol hasil produksi tradisional secara langsung hanya
diperkenankan di lokasi-lokasi spesifik yang telah ditetapkan oleh otoritas
Bupati, serta konsumsinya hanya boleh dilakukan di tempat-tempat penjualan
langsung tersebut dan pada jam-jam tertentu yang telah diatur oleh Bupati
atau pejabat yang berwenang. Penjualan langsung minol dilarang
menimbulkan kegaduhan dan mengganggu ketenangan lingkungan di
sekitarnya. Bupati menetapkan persyaratan-persyaratan teknis yang wayjib
dipenuhi oleh suatu tempat agar dapat memperoleh izin sebagai lokasi
penjualan langsung minol hasil pengolahan tradisional. Pada acara-acara
khusus yang bersifat insidental, konsumsi minol diizinkan di luar waktu dan
tempat yang telah ditetapkan, dengan syarat tidak mengganggu ketertiban
umum.’

Pemerintah telah mengimplementasikan serangkaian instrumen
yuridis untuk meregulasi distribusi minuman beralkohol, mencakup
Peraturan Daerah dan Undang-Undang yang menetapkan prohibisi terhadap
penjualan tanpa legitimasi. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013
mengatur aspek pengadilan dan pengawasan minuman beralkohol. Meskipun
demikian, implementasi aspek legal masih menghadapi problematika,
khususnya di wilayah dengan minimnya supervisi. Berdasarkan hal tersebut,
kajian ini akan mengeksplorasi dimensi pertanggungjawaban pidana yang
dapat diimposisikan kepada pelaku serta fungsi instrumentalis hukum dalam

mengatasi permasalahan tersebut.

! ”Wardani, Dian Eka Kusuma, Hazmi Rusli, and Muhammad Taufik Hidayat. " Analisis
Hukum Terhadap Larangan Minuman Beralkohol." Sawerigading Law Journal 1.2 (2022): 55-63.”



Mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Buku III Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kondisi intoksikasi diklasifikasikan
sebagai tindakan pelanggaran yang dapat dikenakan konsekuensi hukum
berupa penahanan atau penalti finansial. Kondisi mabuk yang dialami oleh
seseorang tidak dapat dijadikan alasan untuk memperingan atau
menghapuskan hukuman sebagaimana telah diatur dalam pasal-pasal terkait.
Secara ekstensif, subjek hukum yang berada dalam kondisi intoksikasi
alkohol dapat diimposisikan dengan ketentuan-ketentuan yuridis lainnya
dalam KUHP apabila melakukan perbuatan kriminal saat berada dalam
keadaan tersebut.®

Sanksi pidana general (ius commune) mengandung ketentuan normatif
yang diimplementasikan secara universal tanpa diskriminasi status personal
subjek hukum tertentu. Setiap elemen masyarakat memiliki obligasi untuk
mematuhi dan mengadopsi regulasi pidana universal tersebut.” Hukum pidana
terklasifikasi sebagai elemen yuridis yang berdimensi publik karena
meregulasi interaksi antara entitas sosial dan institusi negara.10

Meskipun alkohol memiliki keterkaitan yang erat dengan masyarakat
secara umum, keberadaannya dapat menimbulkan keresahan di lingkungan
sosial akibat dampak negatif yang ditimbulkannya. Efek yang dihasilkan oleh
alkohol tidak hanya sebatas memabukkan, tetapi juga berpotensi

menyebabkan kematian bagi individu yang mengonsumsinya secara

® »Ruslan Saleh, Daya Memaksa dalam Hukum PIdana, Liberty, Bandung 1980
% “Ruba'i, Masruchin. Buku Ajar Hukum Pidana. Media Nusa Creative (MNC Publishing),
2021

10 «gofyan, Andi Muhammad, MH SH, Hukum Pidana Indonesia. Prenada Media, 2023.”



berlebihan. Lebih lanjut, konsumsi alkohol dapat memicu terjadinya tindak
kriminal seperti pembunuhan, penganiayaan, serta berbagai jenis kejahatan
lainnya.11

Aktivitas komersialisasi minuman beralkohol non-otoritatif atau yang
tidak memenuhi standardisasi kualitas terkategorisasi sebagai delik pidana,
mengingat potensinya dalam mengakselerasi intensitas kriminalitas serta
mengancam stabilitas keamanan, ketertiban, dan harmonisasi sosial dalam
lingkup komunitas setempat. Dampak negatif yang ditimbulkan dapat
termanifestasi dalam berbagai bentuk kenakalan, tindak pembunuhan,
pemerkosaan, penganiayaan, serta maraknya fenomena premanisme di
kalangan generasi muda. Oleh karena itu, penjualan minuman keras tanpa
perizinan yang sah atau yang kualitasnya tidak sesuai dengan standar yang

2" Berdasarkan latar

berlaku dapat dikenai ancaman hukuman pidana.
belakang di atas penulis membahas mengenai. Pertanggung Jawaban

Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Minuman Keras Yang Tidak

Mempunyai Izin Dalam Perspektif Hukum Pidana.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pelaku penjualan minuman keras

yang tidak mempunyai izin ?

"«perdana, Agung Putra, Fitriati Fitriati, and Syafridatati Syafridatati. Pertanggungjawaban
Pembunuhan Yang Dilakukan Akibat Pengaruh Minuman Keras (Studi Perkara: No. 334/Pid.
B/2007. PN. Pdg." E-Jurnal Universitas Bung Hatta 5, no. 2 (2014).”

> Marnan A. T. Mokorimban, “Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras Serta Ancaman
Hukuman Bagi Penjual Tanpa ljin,” Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum 4, no. 1 (2018): 111-28,
file:///C:/Users/Sinta/Downloads/24112-49272-1-SM (1).pdf.



2. Apakah akibat hukum dari penjualan minuman keras yang tidak

mendaftarkan izin penjualan ?

C. Ruang Lingkup
Kajian yuridis akan berfokus pada evaluasi regulasi sistem pemidanaan
terkait aktivitas perdagangan minuman beralkohol ilegal dalam tatanan
hukum di Republik Indonesia. Penelitian ini akan mencakup kajian terhadap
undang-undang yang relevan, studi kasus, serta analisis terhadap praktik
penegakan hukum di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga akan
mempertimbangkan dampak sosial dan kesehatan yang ditimbulkan akibat
penjualan minuman keras ilegal, serta bagaimana masyarakat merespon

terhadap isu ini.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dan Manfaat Penelitian dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian

a. Menganalisis pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada
pelaku penjualan minuman keras tanpa izin dalam perspektif hukum
pidana di Indonesia.

b. Mengetahui akibat dari penjualan minuman keras yang tidak
mendaftarkan izin penjualan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis:



Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana,
khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana terkait
penjualan minuman keras tanpa izin. Menambah referensi ilmiah yang
dapat digunakan oleh akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang tertarik
pada kajian hukum pidana dan regulasi terkait alkohol di Indonesia.
b. Manfaat Praktis:

Menyajikan substansi informatif bagi institusi penegak hukum,
mencakup aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, guna
memperdalam pemahaman terkait problematika serta potensi dalam
penegakan regulasi terhadap distributor minuman beralkohol tidak
berizin.

Menghadirkan formulasi kebijakan strategis kepada pemerintahan dan
institusi terkait dalam optimalisasi regulasi serta implementasi
penegakan hukum demi terwujudnya tatanan sosial yang kondusif.
Menumbuhkan literasi publik mengenai urgensi ketaatan terhadap
ketentuan distribusi minuman beralkohol guna meminimalisir

eksternalitas negatif dalam dinamika sosial.

E. Kerangka Konseptual
Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap
pelaku penjualan minuman keras tanpa izin dalam perspektif hukum pidana.
Kerangka konseptual penelitian ini disusun berdasarkan konsep-konsep utama
sebagai berikut:

1. Pertanggung Jawaban Pidana



Dalam konteks hukum pidana, konsep pertanggungjawaban dapat
dianggap sebagai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban
pidana merujuk pada pengenaan sanksi hukum terhadap pelaku atas
perbuatan yang melanggar larangan atau mengakibatkan timbulnya
keadaan yang dilarang oleh hukum;®

2. Pelaku
Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan melanggar
hukum dan dipidana;

3. Minuman Keras
Minuman beralkohol mengacu pada kategori produk yang mengandung
senyawa etanol sebagai zat aditif aktif. Etanol merupakan komponen
psikoaktif dominan yang kerap dikonsumsi dengan efek utama pada sistem
saraf pusat. Asupan etanol dapat menginduksi modifikasi perilaku, kondisi
psikologis, kapabilitas kognitif, interpretasi indrawi, serta tingkat
kewaspadaan individu. Terlebih, paparan berkelanjutan terhadap etanol
berpotensi memicu sindrom dependensi pada subjek pengkonsumsi;**

4. Perspektif Hukum Pidana
Perspektif hukum pidana dalam hal ini menekankan bahwa penjualan
minuman keras tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang

telah dibuat untuk melindungi masyarakat. Tindakan tersebut harus

13 «“Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." Jurnal
Hukum Positum 5.2 (2020): 10-19.”

4 >Miradj, 2020 Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda (Gamsungi
Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat).”
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direspons dengan penegakan hukum yang tegas guna menjaga ketertiban

dan keamanan publik.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan
Beberapa penelitian sebelumnya memberikan dasar yang relevan untuk
memahami permasalahan ini, membahas tentang pertanggungjawaban pidana
dan penjualan minuman keras tanpa izin akan diulas untuk memberikan
landasan ilmiah yang kuat.

Tabel 1. Hasil Penelitian Sebelumnya.

No. | Nama Penelitian Judul & Tahun Hasil Penelitian

1. | Budi Santoso Efektivitas Penegakan | Santoso menyoroti  berbagai
Hukum dalam | tantangan yang dihadapi aparat
Pengaturan Peredaran | penegak hukum, seperti

Minuman Keras di | kurangnya sumber daya dan
Indonesia. (2018) lemahnya  koordinasi  antar
instansi. Studi  ini  juga
menunjukkan bahwa meskipun
peraturan sudah cukup ketat,
implementasi hukuman sering
kali tidak memberikan efek jera
yang diharapkan. Temuan ini
akan digunakan untuk

menganalisis sejauh mana sistem
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hukum pidana mampu mencegah

pelanggaran terkait penjualan

minuman keras.™

2. | Hendra  Parosari | Analisis Hukum Pidana
Aritonang Terhadap Pelaku yang
Mengedarkan ~ Olahan
Minuman Arak Tanpa
Izin Edar (Studi
Putusan No. 96/Pid.
Sus/2020/PN. Mtk)

(2020)

Studi ini dilakukan dengan
merujuk pada norma hukum
yang terkandung dalam
peraturan perundang-undangan,
putusan pengadilan, serta
norma-norma yang hidup dan
berkembang di  masyarakat,
Spesifik terkait Putusan Nomor
96/Pid.Sus/2020/PN Mtk, riset
ini dimaksudkan untuk
mengevaluasi

pertanggungjawaban  kriminal
distributor minuman arak ilegal
berdasarkan vonis tersebut, serta
mengeksplorasi fondasi
argumentatif majelis  hakim
dalam penetapan sanksi terhadap

terdakwa. Peneliti selanjutnya

1> »Budi Santoso dalam artikelnya “Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pengaturan

Peredaran Minuman Keras di Indonesia” (2018)
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mengorganisasikan temuan
investigasi secara terstruktur
untuk mengklarifikasi
problematika yang

diidentifikasi.*®

3. | Erda Aldo | Pertimbangan Diskresi
Amiarso Kepolisian Dalam
Penanganan Kasus
Tindak Pidana
Minuman
Keras Di Yogyakarta
(2021)

Mekanisme  diskresi  yang
diterapkan oleh pihak kepolisian
dalam menangani kasus
peredaran ~ minuman  keras
mempertimbangkan berbagai
situasi dan  kondisi  yang
dihadapi. Beberapa langkah
yang dapat diambil oleh petugas
antara lain menghentikan
individu yang dicurigai sebagai
pengguna atau pengedar
minuman  keras, melakukan
interogasi  di  lokasi  dan
menggeledah barang bawaan,
serta menindak langsung apabila

ditemukan barang bukti. Petugas

16 Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Mengedarkan Olahan Minuman Arak
Tanpa Izin Edar (Studi Putusan No. 96/Pid. Sus/2020/PN. Mtk)Hendra Parosari Aritonang.”
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berwenang dapat menginisiasi
investigasi  lokasi  distribusi
minuman beralkohol dengan
mengeksekusi berbagai prosedur
termasuk melibatkan tersangka
sebagai informan, mengadakan
operasi pengamanan terhadap
titik transaksi, serta
memverifikasi legalitas
perizinan. Tindakan preventif
lain yang dapat
diimplementasikan meliputi
pemberian  notifikasi  tertulis
kepada  pedagang melalui
penandatanganan dokumen
komitmen untuk tidak
melakukan pelanggaran serupa

di masa menda‘[ang.17

Kesimpulan

Pada penelitian in terdapat novelty dibandingkan dengan penelitian terdahulu

ialah: Penelitian Budi Santoso yang berjudul, “Efektivitas Penegakan Hukum

pertimbangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Minuman
Keras Di YogyakartaErda Aldo Amiarsolndonesian Journal of Criminal Law and Criminology

(IICLC) 2 (1), 54-65, 2021.”
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dalam Pengaturan Peredaran Minuman Keras di Indonesia.” Membahas
mengenai efektivitas dan penerapan pada masyarakat menggunakan metode
empiris sedangkan pada penelitian berpokus pada tinjuan yuridis normatif.
Hendra Parosari Aritonang yang berjudul “Analisis HukumPidan Terhadap
Pelaku yang Mengedarkan Olahan Minuman Arak Tanpa Izin Edar.”
Kemudian pada penelitian hendra membahas tentang olahan minuman arak
berbeda pada objek kajian pada penelitian ini.

Erda Aldo Amiarso mengeksplorasi kajian mengenai "Pertimbangan Diskresi
Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Minuman Keras Di
Yogyakarta." Sementara dalam penelitiannya, Erda Aldo Amiarso
memfokuskan analisis pada aspek pertimbangan diskresi institusional.

Oleh karena itu penulis membuat penelitian yang berdasrkan pada
“pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penjualan minuman keras yang

tidak mempunyai izin dalam perspektif hukum pidana”.

G. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif
dengan pendekatan studi kepustakan, studi apreach, yang penelitian ini
berpokus pada perundang-undangan. Metode ini dipilith untuk memahami
secara mendalam aspek hukum terkait pertanggungjawaban pidana pelaku
penjualan minuman keras tanpa izin.

1. Jenis Penelitian
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Jenis penelitian dalam tulisan skripsi ini adalah yuridis normatif.
Penelitian ini berfokus pada norma, aturan, atau standar yang dapat dalam
hukum.

Sumber Data

Data Sekunder :

Literatur hukum, jurnal ilmiah, buku-buku referensi tentang hukum
pidana, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Data sekunder ini
digunakan untuk mendukung analisis dan memberikan perspektif teoretis
yang mendalam.

Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini, penulis menerapkan
metode penelitian kepustakaan (library research), yang melibatkan studi
mendalam terhadap berbagai sumber literatur guna memperoleh data
sekunder yang relevan. Sumber-sumber yang dijadikan acuan dalam
proses ini mencakup peraturan perundang-undangan, buku, majalah,
artikel surat kabar, laman situs internet, serta referensi lainnya yang
memiliki keterkaitan erat dengan topik penelitian yang dibahas.

Analisis Data

Mengacu pada formulasi dan eksplorasi problematika, metodologi
pengolahan data mengimplementasikan pendekatan kualitatif yang
menekankan studi observasional mendalam. Pengambilan simpulan
dilakukan melalui mekanisme penalaran induktif, suatu proses kognitif

yang bergerak dari premis partikular menuju inferensi general.



H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I

BAB II

BAB II

BAB v

PENDAHULUAN

Bab ini mengupas latar belakang, rumusan
masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat
penelitian, kerangka konseptual, tinjaun riview
studi terdahulu yang relevan, metode penelitian,
serta sistematika penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA
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Bab ini akan membahas tinjuan pustaka terkait penelitian

sebelumnya tentang. Pertanggung Jawaban Pidana, Pelaku,

Minuman Keras, Perspektif Hukum Pidana.

PEMBAHASAN

Dalam bagian ini, akan diuraikan tentang, Bagaimanakah
pertanggung jawaban pelaku penjualan minuman keras

yang tidak mempunyai izin dan Apakah akibat hukum dari

penjualan minuman keras yang tidak mendaftarkan izin

penjualan.
PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpumlan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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